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ABSTRAK

PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBUKTIAN ZINA

(Reti Wulandari, 02061001033, 2010, Halaman)

Perzinahan merupakan suatu tindak pidana kesusilaan yang sangat
meresahkan di dalam masyarakat. Perzinahan diantara hukum pidana positif
Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan mengenai definisi, sistem
sanksi, dan pembuktiannya. Untuk itulah dalam penulisan skripsi ini dijabarkan
mengenai perbandingan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan
hukum Islam mengenai pembuktian zina, dengan menggunakan metode penelitian
hukum normatif. Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengalami
penyempitan makna dari pengertian zina dalam hukum Islam, sehingga dalam
penerapan sanksi dan sistem pembuktiannya pun juga mengalami perbedaan. dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, zina merupakan kejahatan dalam pekawinan
yang hanya menyangkut individu yang melakukannya saja, sedangkan dalam hukum
Islam zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan juga berdampak kepada
masyarakat disekitar. Untuk itulah dengan adanya penulisan skripsi ini kita dapat
mengetahui mengenai perbandingan zina tersebut antara Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam, dan dapat memberikan saran untuk
pengembangan aspek teoritis dan perbaikan praktis, guna mencegah dan
menanggulangi perzinahan dalam masyarakat. ‘

Kata Kunci : Perzinahan, KUHP, hukum Islam



ABSTRACT

COMPARISON BETWEEN THE DRAFT PENAL CODE AND ISLAMIC LAW
ABOUT THE EVIDENCE OF ADULTERY

(Reti Wulandari, 02061001033, 2010, Page)

Adultery is a crime that is very disturbing morality in society. Adultery crime
between positive Indonesian criminal law and criminal law of Islam has a different
definition, the system of sanctions, and the proof. For that purpose in writing this
essay described the comparison between the draft Penal Code (Penal Code) and
Islamic law on adultery evidence, using the method of normative legal research.
Adultery in the Criminal Penal Code to narrow the meaning of the definition of
adultery under Islamic law, so that the application of sanctions and the burden of
proof also experience the difference. in the draft Penal Code, adultery is a crime in
pekawinan that involve only the people who do it themselves, whereas in Islamic law
adultery is an act that is reprehensible and also have an impact on the surrounding
community. For reasons that the existence of writing this essay, we can determine the
ratio of adultery between the drafi Penal Code (Penal Code) and Islamic law, and
can provide suggestions for the development of theoretical aspects and practical
improvements, to.prevent and cope with adultery in society.

Key word : Adultery, Draft Penal Code (Penal Code), Islamic law
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menimbulkan problema baru bagi
pembentuk undang-undang tentang bagimana caranya melindungi masyarakat secara
efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya
pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara
masing-masing. Apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat
diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia,
dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usaha untuk memelihara
keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang
bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia
dalam memelihara ketahanan nasional.’

Peradaban materialisme telah mendominasi pola kehidupan komunitas Barat
modern. Konsekuensi yang ditimbulkan yakni, tata nilai sosial dan prinsip-prinsip
keluarga menjadi rusak dan hancur, sehingga dekadensi moral tak terbendung dan
perbuatan keji semakin meningkat. Banyak faktor yang menjadi pemicu, fakté; utama
yakni praktek perzinahan yang semakin merebak dan menyebar ke sejumlah.r;t;gara

Islam yang tidak mengindahkan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

'P.AF Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma
Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, him 1



Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya, untuk memberantasnya hanya
ada satu jalan, yakni memberantas segala hal yang menumbuhkan bibit perzinahan.
Zina sendiri merupakan penyebab dari timbulnya berbagai jenis penyakit kelamin
(AIDS), akibat negatif lain dari zina adalah merebaknya kejahatan perkosaan di
banyak negara, dan zina tak hanya menyerang si pelaku, tetapi juga menyebar ke
seluruh komponen masyarakat.2

Perzinahan di dalam Hukum Pidana Indonesia termasuk ke dalam kejahatan
terhadap kesusilaan, kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu
pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau
dengan nafsu birahi. Pada umumnya para ahli hukum menyatakan bahwa kesusilaan
adalah suatu pengertian adat — istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup
yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual, kesopanan.3

Sebenarnya tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang
digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana
kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya lokal. Tindak pidana demikian akan
berbeda antara satu negara dengan negara lain yang menganut budaya yang berbeda.
Pengertian orang barat tentang zina adalah persetubuhan yang dilakukan dimana
salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain, jadi

jika pelakunya sama-sama belum terikat perkawinan hal tersebut tidak dapat disebut

zina menurut mereka. Sedangkan menurut hukum Islam, zina adalah persetubuhan

2 Fadhel llahi, Zina: Problematika & Solusinya, Qisthi Press, Jakarta, 2006, him 3-4

1413 WIBKesusﬂaan dalam KUHP, http://zanikhan.multiply.com/profile., diakses Rabu, 28 April,


http://zanikhan.multiply.com/profile

yang dilakukan dimana antara pelaku belum terikat perkawinan, jadi zina adalah
setiap persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan.'1
Hukum positif di Indonesia mengadopsi dari hukum Belanda yang dibentuk
berdasarkan kepada hedonisme (kesenangan), sedangkan seperti yang diketahui latar
belakang kebudayaan antara Indonesia dan Belanda sangatlah jauh berbeda, sebagai
contoh yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang
mengadopsi dari Wetboek van Straftrecht (WvS) milik Belanda. Dalam KUHP kita
terdapat beberapa Pasal yang dasar pembentukkannya tidak atau kurang sesuai
dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Indonesia, misalnya pembentukkan Pasal 284
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada Buku II mengenai
Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, disebutkan :
(1) Dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan:
ke-1. a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;
b. perempuan yang bersuami yang berzina.’
Di dalam rumusan Pasal 284 KUHP terlihat jelas bahwa adanya ketidak
sesuaian antara pengertian zina yang dirumuskan dalam hukum Islam dan pengertian

zina yang dirumuskan dalam KUHP Indonesia warisan Belanda.

‘ Tindak  Pidana  Kesusilaan  dalam  Perspektif  Hukum
http://wvgw.indoskripsi.com/, diakses Sabtu, 10 April, 19:36 WIB

) M. Boediarto dan K.Wantjik Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia
Indonesia, 1982, him 91 '

Pidana Islam.,


http://www.indoskripsi.com/

KUHP yang merupakan warisan zaman Hindia Belanda berasal dari sistem
hukum kontinental (Civil Law System) yang dipengaruhi oleh ajaran yang
menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (individualism, liberalism, and
individual right). sangat berb,eda dengan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung
tinggi nilai-nilai sosial dan nilai-nilai Islami yang berkembang di dalam masyarakat.®

Perzinahan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur
dalam Pasal 284 KUHP ini hanya dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada
pengaduan dari istri atau suami pelaku. Tanpa ada pengaduan atau tanpa diadukan
oleh istri atau suami, maka tindak pidana perzinahan bukan sebagai hal yang
terlarang, berbeda dengan hukum Islam yang mengatur bahwa pelaku perzinahan itu
dapat dihukum sesuai syariat Islam meskipun tanpa adanya pengaduan.

Hukum pidana Indonesia menganggap zina sebagai urusan pribadi yang hanya
menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh
karenanya dalam pandangan hukum positif, apabila zina dilakukan dengan sukarela
(suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman (sanksi pidana),
karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu atau
keduanya sudah terikat tali perkawinan. Dalam hal perbuatan tersebut baru dapat

dianggap sebagai tindak pidana dan pelaku dapat dikenakan hukuman, karena

melanggar kehormatan perkawinan.’

Tm_|aun Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia, Ahmad
Bahiej, http //syariah.uin-suka.ac.id/, diakses Sabtu, 10 April, 20:00 WIB

” Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him 4


http://syariah.uin-suka.ac.id/

Sedangkan dalam ajaran hukum Islam, zina termasuk ke dalam perbuatan
yang dilarang oleh syara’ (jarimah) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had
atau fa’zir, karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam
keselamatan. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan
keluarga merupakan dasar untuk beridiri masyarakat. Memperbolehkan zina berarti
membiarkan kekejian, dan dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syariat Islam
menghendaki kelanggengan masyarakat yang kokoh dan kuat.

Mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, baik terhadap akhlak
dan agama, jasmani atau badan, disamping terhadap masyarakat dan keluarga.

Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas.
Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu merasa gembira dan senang,
sementara di pihak lain perbuatan tersebut menimbulkan kemarahan dan kutukan
Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Perbuatan zina
mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelaku, sehingga andai kata seseorang
mati pada saat melakukan zina tersebut maka orang tersebut mati dengan tidak
membawa iman. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan
lainnya, Rasulullah bersabda:

Artinya : “Tidaklah berzina seorang pezina kalau pada waktu itu ia dalam keadaan
beriman”.

Wanita yang berzina akan kehilangan kehormatan, rasa malu, agaman, dan di
mata masyarakat wanita sudah jatuh dan tidak ada harga lagi, padahal kenikmatan

yang diperoleh dari perbuatan zina hanya beberapa menit saja. Selain dari itu,



perbuatan tersebut juga menjatuhkan nama baik keluarga yang sama sekali tidak ikut
melakukan perbuatan tersebut.

Dampak negatif dari perbuatan zina terhadap kesehatan jasmani adalah
timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang menyerang pada kulit atau
kelamin penderita, merupakan penyakit yang berbahaya dan menular. Akibat yang
lebih berbahaya lagi dari penyakit kelamin tersebut bahwa dapat mengakibatkan cacat
pada anak yang lahir dari orang tua yang mengidap penyakit tersebut. Dengan
demikian, orang lain yang tidak berdosa ikut menderita karena perbuatan pelaku.

Adapun bahaya zina terhadap keluarga dan masyarakat adalah bahwa
perbuatan zina merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila
dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami maupun isteri
maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang. Di sisi lain, perbuatan zina
dapat mendorong keengganan untuk melakukan pernikahan, sebab apa yang
diinginkan oleh seorang laki-laki dari seorang wanita atau sebaliknya, dapat diperoleh
dengan mudah tanpa melakukan pernikahan. Apabila pandangan tersebut merata
dikalangan masyarakat maka pada masyarakat akan menjadi punah karena tidak
terdapat keturunan. Masyarakat, yang ada hanyalah masyarakat yang memiliki akhlak
yang rusak, yang sudah tidak mengindahkan lagi norma-norma agama dana aturan
kemasyarakatan.®

Dalam pandangan hukum Islam, selain banyak menimbulkan bahaya baik

terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, serta terhadap masyarakat dan

8 ibid, hlm 5-6



keluarga, zina juga termasuk ke dalam dosa besar dan merupakan perbuatan yang
sangat dilarang Oleh Allah SWT, seperti yang tercakup dalam Surah Al-Israa’ ayat

32:

Le
> o z /~’/:/’. R ‘.f ,v‘. ,’:: e

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. (0S. Al-Israa’: 32)

Hukuman yang diterapkan bagi pelaku zina dalam hukum Islam berbeda
dengan hukuman bagi pelaku zina yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Dalam Hukum Islam, pelaku zina yang sudah menikah
(muhshan) hukumannya lebih berat daripada pelaku zina yang belum menikah (ghair
muhshan), yaitu diterapkan hukum rajam dan dera seratus kali, sedangkan untuk
pelaku yang belum menikah (ghair muhshan) yaitu hanya berupa hukuman dera
seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Mengenai hukuman yang diterapkan bagi pelaku zina terdapat di dalam hadis
Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah
bersabda :

Artinya : “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah
memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis,

hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.




Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam.
(Hadist riwayat muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi).’

Berbeda dengan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, sanksi pidana bagi pelaku zina hanya diterapkan kepada pelaku zina yang
sudah menikah saja seperti yang terdapat di dalam Pasal 284 KUHP, yakni dipidana
selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, sedangkan bagi pelaku zina yang belum menikah
sama sekali tidak diatur didalam Pasal 284 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu
permasalahan perbandingan tindak pidana perzinahan dengan judul :
“PERBANDINGAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(KUHP) DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBUKTIAN ZINA”.

1.2 Permasalahan
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana perbandingan mengenai tindak pidana perzinahan yang terdapat di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam?

2. Bagaimana pembuktian tindak pidana perzinahan ditinjau dari sudut hukum

pidana positif dan hukum Islam?

® Ibid, him 29



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

Beranjak dari permasalahan diatas maka tujuan penulisan yang ingin dicapai

oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.

Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan mengenai tindak pidana
perzinahan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan hukum Islam

2. Untuk menjelaskan pembuktian tindak pidana perzinahan ditinjau dari sudut

hukum pidana positif dan hukum Islam

Manfaat

1.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah
wawasan keilmuan tentang perbandingan antara Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam tentang perzinahan.

Secara praktis, tulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada
pengamat, praktisi, dan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum, dan juga
penulisan ini diharapkan berguna bagi kalangan pembaca, akademisi, dan bagi

penulis sendiri.
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1.4 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perbandingan hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islam.

2. Jenis Data atau Bahan yang Diperlukan

Jenis data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dengan penelusuran
kepustakaan (library research) yang akan meneliti mengenai perbandingan antara
hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
hukum Islam mengenai perzinahan. Data atau bahan sekunder tersebut terdiri dari :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan
perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti: Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), 4/-Qur’an, Hadist, Ijma’, Qiyas, dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI).

b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer. Informasi dalam bentuk tertulis diperoleh dari buku-buku literatur
yang berhubungan dengan penelitian ini.

¢) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunujuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: artikel, koran, majalah,

internet, dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Data atau bahan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan
yaitu; membaca, menelaah, mengkaji serta membandingkan antara pendapat pakar-
pakar dari hukum pidana tertulis dan hukum Islam yang terdapat di dalam literatur-
literatur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam
penulisan skripsi ini.
4. Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan komprehensif
kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan
dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, sehingga didapatkan rumusan hasil
penelitian yang dapat menambah pengetahuan tentang perbandingan perbandingan
antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam mengenai
perzinahan.
5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diperlukan untuk dapat mengetahui hasil yang didapat
setelah selesai melakukan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dari
data yang telah diolah dan dianalisis pada tahap sebelumnya. dalam penarikan
kesimpulan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:
Pertama cara induktif. Cara ini merupakan penarikan kesimpulan dari data-data yang
bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Kedua cara

deduktif. Cara ini merupakan cara penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat
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umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Ketiga cara campuran.
Cara ini merupakan cara penarikan kesimpulan yang mana dengan menggabungkan
cara induktif dan deduktif, yang keduanya digunakan secara bergantian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan
secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum untuk

mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
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